Warta Penelitian Perhubungan 2022, 34 (2): 113-118

Analisis Tarif Pelayanan Jasa Tambat pada
PT Pelindo IV (Persero) Cabang Parepare

Rahmawati Djunuda*!, Azhar Aras Mubarak!, Samaluddin!

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka®
JI. Pemuda No. 339, Kolaka, Sulawesi Tenggara, 93561, Indonesia
E-mail: rahmawatidjunuda@gmail.com*

Diterima: 28 Desember 2020, disetujui: 2 Desember 2022, diterbitkan on/ine: 30 Desember 2022

Abstrak

Jasa tambat merupakan jasa yang diberikan untuk kapal bertambat pada tambatan dan secara teknis dalam kondisi yang
aman, agar dapat melakukan kegiatan bongkar muat dengan aman dan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kelayakan tarif pelayanan tambat yang berlaku saat ini ditinjau dari sisi operator di Pelabuhan PT Pelindo IV (Persero)
Cabang Parepare. Data dianalisis menggunakan metode Required Freight Rate (RFR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tarif pelayanan tambat yang berlaku sekarang sudah layak. Hasil perhitungan menunjukkan tarif minimal sebesar
Rp158,79 GT/Etmal, sedangkan tarif yang berlaku sekarang sebesar Rp174,57 GT/ Etmal sehingga hasil perhitungan lebih
besar dari tarif yang berlaku saat ini. Biaya operasional untuk pelayanan jasa tambat sudah dapat ditutupi oleh tarif yang
berlaku saat ini. Akan tetapi, pihak operator dapat menaikkan lagi tarif tambat yang berlaku saat ini dengan lebih
mengutamakan dan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa serta menambabh fasilitas pelabuhan.

Kata kunci: tarif biaya, jasa tambat, Pelabuhan Parepare.

Abstract

Analysis of Mooring Services Rates at PT Pelindo 1V (Persero) Parepare Branch : Mooring services are provided for
ships that are moored and technically in safe conditions so that loading and unloading activities can run safely and
smoothly. This study aimed to determine the feasibility of the mooring service tariff currently in effect in terms of the
operator at the Port of PT Pelindo IV (Persero) Parepare Branch. Data analysis was carried out using the Required
Freight Rate (RFR) method. The results of the study show that the current mooring service tariffs were feasible. The
calculation results obtained a minimum tariff of IDR 158.79 GT/ Etmal, while the current tariff is IDR 174.57 GT/
Etmal. Therefore, the calculation result is greater than the current tariff. Operational costs for mooring services can
already be covered by the tariffs currently in effect. However, the operator can increase the mooring rates currently in
effect by prioritizing and improving service to service users and adding port facilities.

Keywords: mooring services, Parepare Port, tariff cost.
Pelabuhan Parepare berperan dan berfungsi

dalam menciptakan dan meningkatkan perdagangan
daerah, serta diharapkan dapat memperluas skala

1. Pendahuluan

Pelabuhan berperan sangat penting dalam

menunjang pertumbuhan ekonomi dan memberikan
kontribusi yang sangat besar dalam mendukung
kegiatan usaha eksportir. Di kawasan kepulauan
khususnya Indonesia, pelabuhan sangat -efektif
sebagai penghubung suatu daerah dengan daerah
lainnya dan fasilitas penunjang bagi transportasi laut

[1].

Pelabuhan Parepare merupakan pelabuhan alam
yang terbagi atas tiga lokasi pelabuhan, yaitu
Pelabuhan Nusantara, Cappa Ujung, dan Lontange,
ditambah Pelabuhan Khusus Pertamina [2].
Pelabuhan alam ini merupakan pelabuhan yang
sangat tenang dan terlindung dari gangguan ombak.
Jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Parepare terdiri
atas pelayanan jasa kapal penumpang dan barang.
Sementara itu, pelayanan jasa kapal antara lain jasa
pemanduan, jasa penundaan, jasa tambatan, dan jasa
layanan air.
doi: http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v34i2.1673

ekonomi di Sulawesi Selatan. Terlepas dari sistem
transportasi nasional khususnya transportasi laut,
Pelabuhan Parepare harus menyediakan pelayanan
jasa kepelabuhanan yang efisien dan dapat
diandalkan. Persediaan fasilitas untuk pelayanan jasa
kepelabuhanan di Pelabuhan Parepare setiap
tahunnya cenderung mengalami penambahan dan
peningkatan. Peningkatan ini dapat terlihat dengan
makin bertambahnya arus kunjungan kapal, baik
kapal barang (cargo), kapal kontainer, maupun kapal-
kapal penumpang. Dalam mengantisipasi terjadinya
peningkatan kebutuhan dan permintaan pemakai
jasa pelabuhan, Pelabuhan Parepare harus dapat
menyediakan fasilitas yang memadai dan pelayanan
semaksimal mungkin.

Jasa tambat merupakan jasa yang diberikan bagi
kapal untuk bertambat pada tambatan dan secara
teknis dalam kondisi yang aman, agar kegiatan

0852-1824/ 2580-1082 ©2020 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
Artikel ini open access dibawah lisensi CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Nomor akreditasi: (RISTEKDIKTI) 10/E/KPT/2019 (Sinta 2).


http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v34i2.1673
http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v34i2.1673
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/pages/view/certificated

Rahmawati Djunuda, dkk

membongkar dan memuat dapat berjalan aman dan
lancar [3]. Uang tambat diberikan atau dibebankan
kepada kapal yang sedang bertambat di tambatan,
baik bertambat pada dermaga beton, dermaga besi/
kayu, pinggiran, pelampung, dolphin, serta kapal
yang sedang merapat dan bertambat pada kapal lain
yang sedang bersandar di dermaga [4].

Tingkat pelayanan pelabuhan yang diberikan
kepada pengguna pelabuhan (barang dan kapal)
dapat diketahui dari kinerja pelabuhan tersebut yang
tergantung terhadap waktu pelayanan selama kapal
tersebut berada di pelabuhan [5]. Adapun faktor yang
dapat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kapal
di pelabuhan antara lain ketepatan pelayanan
dokumen, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP),
dan ketersediaan kapal tunda/ pandu [6].

Tingkat pelayanan suatu pelabuhan dapat dilihat
dari kemampuan pelabuhan tersebut dalam
menangani jumlah atau banyaknya kapal dan barang
yang masuk ke pelabuhan [7]. Secara umum,
pelabuhan telah memliki kinerja pelayanan yang
cukup baik, akan tetapi beberapa pembenahan masih
diperlukan agar semua pemakai jasa pelabuhan dapat
menerima pelayanan semaksimal mungkin [8].
Beberapa pembenahan di pelabuhan seperti
perbaikan fasilitas yang keadaannya sudah tidak
terawat dan sudah rusak sangat diperlukan. Selain
itu, kemampuan para petugas operasional perlu
ditingkatkan dan harus sesuai dengan bidangnya
masing-masing [9]. Perbaikan waktu pelayanan
kunjungan kapal dan waktu pelayanan dalam
kegiatan membongkar dan memuat barang akan
menambah jumlah kapal yang berkunjung di
pelabuhan [10]. Di sisi lain, ada beberapa atribut yang
dapat dipergunakan dalam menentukan kualitas
layanan seperti jangkauan layanan, frekuensi
layanan, jam layanan, dan keandalan layanan [11].
Demi peningkatan dan kelancaran arus kunjungan
kapal dan barang serta agar kapal tidak perlu
menunggu terlalu lama di tambatan, sebaiknya pihak
pelabuhan memberlakukan sistem kerja 24 jam per
hari, menambah pelayanan jam kerja efektif,
menambah peralatan dan kapasitas bongkar muat
barang, dan menempatkan tenaga SDM bongkar
muat sesuai dengan kompetensinya masing-masing
[12].

Peningkatan kualitas layanan di pelabuhan dapat
dilakukan dengan berbagai cara  seperti
meningkatkan frekuensi pelayanan, mengurangi atau
menekan kepadatan, menambah dan memfasilitasi
ruang tunggu, dan memberikan informasi yang baik
dan tepat pada pengguna [13].

Pencapaian strategi pengembangan setiap
pelabuhan sebaiknya menggunakan perlakuan yang
berbeda karena setiap pelabuhan memiliki
karakteristik yang berbeda [14]. Jika ditinjau dari
aspek ekonomi, penurunan biaya transportasi suatu
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pelabuhan dapat dipengaruhi oleh kemampuan suatu
pelabuhan dalam memberikan pelayanan yang
efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan
kegiatan pelayanan secara terpadu memerlukan
pemanfaatan fasilitas pelabuhan secara optimal [15].

Dalam beberapa tahun terakhir, PT Pelindo IV
Cabang Parepare banyak melakukan investasi seperti
menambah dan membenahi beberapa tambatan/
bolderyang sudah rusak serta melakukan perawatan,
baik terhadap dermaga maupun tambatan itu sendiri,
pembangunan dermaga yang rusak akibat roboh,
perbaikan jalan dengan pemasangan paving block,
dan penyediaan lampu penerangan. Menurut hasil
wawancara dengan PT Pelindo 1V (Persero) Cabang
Parepare, jumlah keseluruhan bol/der/ tambatan yang
ada di Pelabuhan Parepare saat ini adalah 37
tambatan.

Menurut pengguna jasa, dalam beberapa waktu
terakhir, terdapat ketidaksesuaian antara tarif yang
mereka bayar dengan pelayanan yang mereka dapat,
seperti terlambatnya kapal bertambat dari jadwal
yang telah ditentukan. Sementara itu, pihak
Pelabuhan Parepare telah menaikkan tarif jasa
kepelabuhanan. PT Pelindo IV Cabang Parepare telah
bertekad dan berkomitmen akan selalu memberikan
dan mengutamakan kepuasan terhadap pengguna
jasa dan mengutamakan pelayanan  jasa
kepelabuhanan, serta mencari solusi untuk masalah-
masalah yang terjadi dalam lingkungan pelabuhan
dengan cepat. Meningkatnya kualitas pelayanan
suatu pelabuhan diharapkan dapat memberikan
manfaat seperti peningkatan perekonomian serta
dapat membantu kemajuan dan mental penduduk
yang tinggal di daerah setempat [16].

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kelayakan tarif pelayanan tambat yang berlaku saat
ini ditinjau dari sisi operator di Pelabuhan PT Pelindo
IV (Persero) Cabang Parepare.

2. Metodologi

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan
data sekunder. Data primer meliputi modal awal,
tingkat keuntungan produksi, komponen biaya
operasional pelayanan tambat, banyaknya kapal yang
masuk ke pelabuhan, dan lamanya kapal bertambat.
Adapun data sekunder berupa ukuran kapal yang
berkunjung, Gross Tonnage (GT), tarif pelayanan yang
diberlakukan sekarang ini, unsur biaya operasional,
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
kapal.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan
akan dilakukan perhitungan tentang frekuensi atau
jumlah pelayanan terhadap kapal, tonase kapal (GT
kapal), biaya operasional, dan tarif pelayanan tambat
dengan menggunakan metode Required Freight Rate
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(RFR) dengan dilakukan analisis tentang kelayakan
tarif jika ditinjau dari pihak operator.

RFR adalah penghasilan yang harus dikumpulkan
pemilik kapal dari muatan per unit dengan tujuan
untuk mendapatkan kembalian yang ekuivalen
terhadap investasi yang telah digunakan pada tingkat
suku bunga yang rendah [9]. Produksi jasa
transportasi lebih banyak ditentukan oleh nilai RFR.

Kriteria RFR dapat dijadikan sebagai acuan atau
dasar dalam menentukan tarif yang akan ditawarkan
terhadap pemakai jasa angkutan serta dapat
dipergunakan sebagai penilaian terhadap kelayakan
tarif yang berlaku sekarang. Besarnya biaya
pengoperasian yang digunakan oleh suatu
perusahaan biasanya akan dijadikan dasar dalam
penentuan tarif. Menentukan tarif yang akan
diberlakukan adalah hal sangat penting dan harus
seimbang antara pengguna dan penyedia jasa, agar
kedua belah pihak saling menguntungkan serta tidak
ada yang saling dirugikan [17].

Bentuk persamaan umum RFR dapat dilihat pada
persamaan (1).

AAC+(CRF xI)

RFR = c Q)
Keterangan:

AAC =Biaya rata-rata kapal per tahun.

CRF = Capital Recovery Factor.

| = Investasi kapal.

C = Kapasitas

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Frekuensi Pelayanan

Salah satu standar kinerja pelayanan operasional
yang merupakan standar hasil kerja dari setiap
pelayanan di pelabuhan yaitu penyediaan fasilitas
dan peralatan di mana pelayanan ini harus disediakan
oleh operator pelabuhan [18]. Adapun standar kinerja
pelayanan kapal di Pelabuhan Parepare yaitu Waiting
Time (WT) 1 jam, Approach Time (AT) 1 jam, Effective
Time (EF) dibagi Berthing Time (BT) = 70% [19].
Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan
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informasi dari PT Pelindo IV Cabang Parepare, dalam
sehari rata-rata kapal berkunjung sebanyak tiga cal/l.

Frekuensi  pelayanan tambat merupakan
perbandingan antara hari kelender dalam 1 tahun
dengan waktu pelayanan kapal, kemudian hasilnya
dikalikan dengan banyaknya kapal yang dapat
terlayani bertambat di pelabuhan. Rata-rata lamanya
pemanduan dan penundaan kapal per gerakan adalah
1 jam, lamanya kapal berada di tambatan yaitu rata-
rata 41 jam. Tonase kapal (GT) merupakan hasil
perkalian antara jumlah kapal yang bisa terlayani
dengan tonase dasar. Tonase dasar merupakan meari/
rata-rata GT kapal yang berkunjung di Pelabuhan
Parepare. Pada perhitungan ini digunakan tonase
dasar kapal sebesar 2226 GT. Hasil perhitungan
frekuensi pelayanan tambat dan tonase kapal dari
berbagai variasi frekuensi pelayanan (60% sampai
100%) terlihat pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pelayanan tambat
pada frekuensi pelayanan 60% yaitu sebanyak 62
gerakan/ bulan dengan 138.902 GT/ bulan atau 749
gerakan/ tahun dengan 1.666.829 GT/ tahun.
Sedangkan frekuensi pelayanan 100% yaitu sebanyak
104 gerakan/ bulan dengan 231.504 GT/ bulan atau
1248 gerakan/ tahun dengan 2.778.048 GT/ tahun.

3.2. Biaya Operasional

Sebelum menentukan tarif, sebagai dasar terlebih
dahulu harus menentukan seberapa besar biaya
operasional perawatan dan perbaikan fasilitas
tambat/ bolder. Biaya merupakan banyaknya harga
yang telah dikeluarkan yang terdiri dari biaya
investasi dan biaya opersional. Adapun unsur biaya
tersebut antara lain biaya tetap dan biaya variabel
serta biaya langsung dan tidak langsung. Biaya tetap
(fixed cost) merupakan pengeluaran yang tetap atau
konstan atau tidak terjadi perubahan pada berbagai
tingkat output yang dihasilkan. Biaya tidak tetap
(variable cosf) merupakan pengeluaran yang
berubah-ubah mengikuti proporsi produk yang dijual
atau berdasarkan naik turunnya penjualan. lika
ditinjau dari segi operasional, biaya diklasifikasikan

Tabel 1. Frekuensi pelayanan tambat dan tonase kapal

No Pelayanan Pelayanan tambat GT Kapal
(%) (Gerakan/Bulan) (Gerakan/Tahun) (GT/bulan) (GT/Tahun)
1 60 62 749 138.902 1.666.829
2 65 68 811 150.478 1.805.731
3 70 73 874 162.053 1.944.634
4 75 78 936 173.628 2.083.536
5 80 83 998 185.203 2.222.438
7 85 88 1061 196.778 2.361.341
8 90 94 1123 208.354 2.500.243
9 95 99 1186 219.929 2.639.146
10 100 104 1248 231.504 2.778.048

Sumber: Hasil analisis, 2020
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menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Klasifikasi biaya ini digunakan untuk mengetahui
biaya yang terlibat secara langsung atau tidak dengan

objek produk. Biaya penunjang operasional
merupakan biaya-biaya  untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan tambat di pelabuhan.

Sementara itu, biaya yang dipergunakan untuk
belanja barang, termasuk semua pengeluaran yang
dapat dimanfaatkan atau dipergunakan secara
langsung di kantor, baik itu untuk inventaris kantor
maupun keperluan sehari-hari disebut dengan biaya
pengelolaan kantor.

Adapun fasilitas pelabuhan yang digunakan
untuk menghitung biaya pokok pelayanan jasa
tambat antara lain: tambatan/ bol/der dan fender.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa biaya
operasional langsung sebesar Rp210.803.614 per
tahun, biaya operasional tidak langsung sebesar
Rp196.388.329 per tahun, biaya penunjang operasi
sebesar Rp4.753.413 per tahun, dan biaya
pengelolaan kantor sebesar Rp1.000.000 per tahun.

Tabel 2. Biaya operasional pelayanan tambat

Warta Penelitian Perhubungan 2022, 34 (2): 113-118

Dengan demikian, diperoleh biaya tetap dan biaya
variabel untuk biaya operasional pemeliharaan
fasilitas tambatan. Biaya tetap sebesar Rp403.714.356
per tahun dan biaya variabel sebesar Rp9.231.000.
Sehingga secara keseluruhan jumlah biaya
operasional pemeliharaan fasilitas tambatan di
Pelabuhan Parepare sebesar Rp412.945.356 per
tahun.

3.3. Tarif Pelayanan Tambat

Tarif pelayanan tambat merupakan penjumlahan
antara biaya pengoperasian layanan tambat dalam
setahun dengan tingkat rmargin (keuntungan) yang
dibagikan dengan tonase keseluruhan kapal yang
melakukan tambat di pelabuhan dalam setahun
dengan tingkat keuntungan sebesar 3% (PT Pelindo 1V,
2020). Pada Tabel 3 dan Gambar 1 dapat dilihat tarif
pelayanan tambat menurut Gross Tonnage (GT) kapal
yang masuk di Pelabuhan Parepare berdasarkan hasil
analisis.

No Jenis Biaya Biaya Tetap Biaya Variabel Total Biaya
(Rp/Tahun) (Rp/Tahun) (Rp/Tahun)

1 Biaya Operasional Langsung

Gaji Pegawai Rp  55.920.000

Tunjangan Rp 102.070.400

Bahan Makanan Rp ~ 5.580.000

Insentif Rp  4.200.000

Bahan Bakar Rp 4.566.000

Bahan Pelumas Rp 465.000

Biaya Telepon Rp  3.000.005

Penyusutan bangunan fas.pel Rp  2.565.000

Asuransi Rp 23.872.000

Kecelakaan kerja Rp 950.640

PDH pegawai Rp 500.000

Biaya Kesehatan Pegawai Aktif Rp  7.114.569

Jumlah Rp 201.572.614 Rp 9.231.000 Rp 210.803.614
2 Biaya Operasional Tidak Langsung

Gaji pegawai Rp 167.291.496

Pemeliharaan instalasi Tambatan Rp  15.639.000

Pemeliharaan emplashmen Rp  7.307.833

Biaya perjalanan dinas Rp  3.950.000

Biaya diklat Rp ~ 2.200.000

Jumlah Rp 196.388.329 Rp  196.388.329
3  Biaya penunjang operasi

Bantuan pensiunan Rp 4.753.413 Rp 4.753.413
4 Biaya pengelolaan Kantor Rp  1.000.000 Rp 1.000.000

Jumlah keseluruhan Rp 403.714.356 Rp 9.231.000 Rp 412.945.356

Sumber: Hasil analisis, 2020
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Tabel 3. Tarif pelayanan tambat

No Frek. Pelayanan Tonase Tarif Variabel
(%) (GT) (Rp/Etmal)

1 60 1.666.829 255

2 65 1.805.731 236

3 70 1.944.634 219

4 75 2.083.536 204

5 80 2.222.438 191

6 85 2.361.341 180

7 90 2.500.243 170

8 95 2.639.146 161

9 100 2.778.048 153

Sumber: Hasil analisis, 2020

Tabel 3 memperlihatkan bahwa pada frekuensi
pelayanan 60%, tarif layanan tambat sebesar Rp255
GT/ Etmal. Sedangkan pada frekuensi pelayanan
100%, tarif pelayanan tambat sebesar Rp153 GT/
Etmal. Adapun tarif yang berlaku saat ini yaitu
sebesar Rp174,57 GT/ Etmal.

Gambar 1 menunjukkan bahwa semakin rendah
frekuensi pelayanan tambat maka akan semakin
tinggi tarif yang dibayarkan. Demikian pula
sebaliknya, semakin tinggi frekuensi pelayanan
tambat, maka akan semakin rendah pula tarif yang
akan dibayarkan. Frekuensi pelayanan kapal yang
bertambat di Pelabuhan Parepare sekarang ini sudah
berada di atas asumsi/ perkiraan. Pihak Pelabuhan
dapat menaikkan tarif tambat yang berlaku sekarang
dengan makin meningkatkan pelayanan terhadap
pengguna jasa serta menambah fasilitas pelabuhan.

3.4. Required Freight Rate (RFR)

Penentuan tarif dasar yang dibebankan kepada
pemakai jasa serta untuk penilaian kelayakan tarif
yang berlaku dapat dianalisis dengan menggunakan
metode RFR. RFR merupakan hasil bagi antara rata-
rata biaya kapal dalam setahun dengan kapasitas
kapal atau merujuk [1]. Biaya rata-rata dalam setahun
adalah total dari biaya operasional pelayanan tambat
dalam setahun dengan hasil perkalian antara tingkat
suku bunga dengan biaya investasi fasilitas tambatan.
Biaya operasional terdiri atas biaya operasional

Tarif pelayanan tambat
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[}
«
«

200

«
«
«
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«
«

100

50

larit tambat (Rp/G | /Etmal)
«

0
55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Frekuensi Pelayanan (%)

Sumber: Hasil analisis, 2020
Gambar 1. Grafik tarif pelayanan tambat
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Tabel 4. Tarif minimal pelayanan tambat

Tarif Minimal Pelayanan Tambat (Rp)

Biaya operasional pelayanan tambat

per tahun 412.945.356
Capital recovery factor 0,162745
Investasi fasilitas tambat 1.492.000.000
Tonase Kapal (Layanan 100%) 2.778.048
Frekuensi per tahun 1248
RFR Tarif pelayanan tambat 158,79

Sumber: Hasil analisis, 2020

langsung, biaya operasional tidak langsung, biaya
penunjang operasi, dan biaya pengelolaan kantor.
Dalam perhitungan ini, peneliti menggunakan
tingkat suku bunga sebesar 10%. Dari hasil
perhitungan dengan menggunakan metode RFR
diperoleh bahwa nilai tarif yang berlaku sekarang
lebih besar dibandingkan dengan nilai tarif hasil
perhitungan. Perhitungan RFR pelayanan tambat di
Pelabuhan Parepare selengkapnya diperlihatkan pada
Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa tarif minimal
layanan tambat dengan tonase kapal (GT) 100%
adalah Rp158,79 GT/ Etmal sedangkan tarif yang
berlaku saat ini sebesar Rp174,57 GT/ Etmal. Dapat
disimpulkan bahwa nilai tarif yang berlaku sekarang
lebih kecil dari nilai tarif hasil perhitungan. Nilai tarif
tersebut jika ditinjau dari sisi operator, tarif yang
berlaku sekarang sudah dianggap layak. Peningkatan
ketersediaan layanan dapat mendorong peningkatan
jumlah kapal [20].

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tarif
pelayanan tambat yang berlaku saat ini jika ditinjau
dari sisi operator yaitu PT Pelindo IV (Persero) Cabang
Parepare sudah layak karena dengan menggunakan
metode RFR diperoleh tarif pelayanan tambat
minimal sebesar Rp158,79 GT/ Etmal. Nilai tersebut
lebih besar dari tarif pelayanan tambat yang berlaku
saat ini yaitu sebesar Rp174,57 GT/ Etmal. Sehingga
tarif yang berlaku saat ini sudah mampu menutupi
biaya operasional pelayanan tambat. Tarif jasa
tambat yang berlaku saat ini bisa dinaikkan oleh
pihak operator PT Pelindo IV (Persero) Cabang
Parepare dengan lebih mengutamakan dan
meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa
serta menambah fasilitas pelabuhan.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar oleh
pihak PT Pelindo IV (Persero) Cabang Parepare dalam
menyusun kebijakan tentang tarif pelayanan kapal
dalam hal ini penentuan tarif minimal pelayanan
tambat. Studi selanjutnya perlu dilakukan Analisa
pengadaan kapal tunda di Pelabuhan Parepare untuk
mempermudah proses bersandarnya kapal di

117



Rahmawati Djunuda, dkk

dermaga sebagai salah satu peningkatan pelayanan
dan fasilitas, agar pihak Pelabuhan tidak perlu
menyewa kapal tunda milik swasta.
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